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Soal Pembengkakan
Anggaran PPJ
Setiap Tahun

PALU-Anggaran Pajak Penerangan
Jalan (PPJ) pernah dibahas di DPRD Kota
Palu saat pembahasan Rencana Kegiatan
Anggaran (RKA) 2012. Kala itu Dinas
Pendapatan Penge-
lolaan Keuangan dan
Aset Daerah
(DPPKAD) Kota Palu
menyampaikan jika
kemampuan anggaran
Kota Palu untuk
pembayaran  PPJ
sepanjang 2012, hanya mampu untuk
setengah tahun anggaran saja. Olehnya
DPPKAD meminta anggaran Rp10 miliar
untuk PPJ.

Dalam rapat saat itu pihak legislatif baru
mengabulkan Rp7 miliar. Sementara

sisanya akan diusahakan saat ABT .

~ pertengahan tahun anggaran nanti. Hal
itu diakui oleh beberapa anggota DPRD
Kota Palu. Seperti Arfandi Labanu dan H
Hadianto Rasyid.

Diakui Arfandi memang benar saat
pembahasan anggaran di tingkat komisi,
Arfandi yang adalah Ketua Komisi II
- mengakui menerima keluhan dari
DPPKAD. Sebagai mitra komisi II,
DPPKAD mengeluh soal anggaran PPJ
untuk 2012 sehingga mengusulkan
permintaan anggaran Rp10 miliar. Karena
keterbatasan anggaran, sehingga
permintaan anggaran yang dikabulkan
dewan baru Rp7 miliar saja.

Alasan permintaan Rp10 miliar itu kata
~ Arfandi karena pihak DPPKAD mengaku
khawatir tidak ingin persoalan yang
pernah terjadi di 2011 terulang kembali.

Sementara nilai Rp10 miliar itu dipakai
bukan hanya untuk bayar ke PLN saja
namun juga untuk biaya perawatan
komponen lampu jalan.

Pada 2011 kata Arfandi, pihak DPPKAD-
terpaksa menalangi sisa pembayaran yang
ternyata membengkak tidak sesuai yang
dianggarkan sehingga terpaksa memakai
anggaran internal DPPKAD. “Tapi sekarang
mereka bilang tidak bisa lagi jamin bisa atasi
seperti di 2011,” tutur Arfandi.

Permintaan Rpl0
miliar untuk anggaran
PPJ juga dibenarkan oleh
H Hadianto Rasyid.

Menurut Hadi sapaan
politisi Hanura itu jika
mengacu pada tahun
sebelumnya anggaran
untuk PPJ sekitar Rp 9 miliar. Sedangkan
seingat dia, taksiran anggaran untuk PPJ
tahun ini sekitar Rp12 miliar.

“Makanya kalau menurut Pak Arfandi
sudah disiapkan Rp7 miliar berarti kita
akan lihat lagi berapa sisa yang akan
ditanggulangi saat ABT nanti,” ujarnya.

Pembengkakan anggaran dari tahun ke
tahun inilah yang ingin dilakukan
pemeriksaan silang oleh dewan.
Olehnya menurut Arfandi, perlu ada
komunikasi antara PLN dan Pemkot
untuk mengetahui berapa pastinya
jumlah lampu penerangan yang terpakai.
Sebab, komisi II sendiri tidak punya
kewenangan untuk menelisik berapa
jumlah mata lampu yang dihitung PLN
dalam PPJ.

“Seharusnya Pemkot juga harus punya
data untuk itu. Sehingga bisa tahu kenapa
sampai membengkak anggaran PPJ-
nya,” ujar Arfandi. Dia mengusulkan
agar Pemkot dapat berhubungan dengan
komisi IIT untuk menelusuri hal tersebut.
Karena mitra komisi I1I salah satunya adalah
PLN. (mda)











